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ABSTRAKSI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh
penerapan akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dalam mencegah kecurangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintah Kota
Malang. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai selesai.
Populasi dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah yang berada di Kota
Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling,
dengan kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh 57 sampel. Hasil
penelitian menyatakan bahwa Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan
terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud, Akuntansi Sektor
Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dan Akuntansi Sektor
Publik berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan Fraud dan Akuntansi Sektor
Publik berpengaruh = signifikan terhadap Pencegahan Fraud. berpengaruh
signifikan terhadap Pencegahan Fraud melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

dan Fraud
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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and examine the effect of the application of
public sector accounting on the performance accountability of government
agencies in preventing fraud. This study uses a quantitative approach. The
location of this research was conducted at Government Agencies in Malang City.
This research will be conducted in October 2021 until it is completed. The
population in this study are government agencies located in the city of Malang.
Sampling was done based on the purposive sampling method, with predetermined
criteria, in order to obtain 57 samples. The results of the study state that Public
Sector Accounting has a significant effect on Performance Accountability of
Government Agencies, Performance Accountability of Government Agencies has
a significant effect on Fraud Prevention, Public Sector Accounting has a
significant effect on Fraud Prevention and Public Sector Accounting has a
significant effect on Fraud Prevention through Performance Accountability of
Government Agencies.

Keywords: Public Sector Accounting, Government Agency Performance

Accountability and Fraud
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fraud merupakan salah satu tindakan penyalahgunaan jabatan untuk
mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset
organisasi. Fraud menjadi sebuah masalah yang terus terjadi hingga saat ini. Tidak
ada institusi/lembaga perusahaan yang benar-benar terbebas dari kemungkinan
terjadi adanya fraud. Para pelaku fraud juga ada di semua lapisan baik itu
golongan atas maupun golongan pegawai bawah. Oleh karena itu perlu kepedulian
dari berbagai pihak untuk sadar, waspada dan peduli di lingkungan tempat kerja
terhadap potensi adanya fraud (ACFE, 2019).

Di Indonesia sendiri kasus kecurangan semakin menjadi sebagaimana data
yang di publikasi oleh ACFE yang di lakukan setiap dua tahun sekali dan data
terakhir yang dipublikasi yakni pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa kasus
korupsi merupakan tindakan kecurangan terbanyak dengan 167 kasus dengan
persentase 69,9% di lanjut dengan tindak kecurangan penyalahgunaan aset/
kekayaan negara dan perusahaan sebanyak 50 kasus dengan persentase 20,9%
serta yang terakhir yakni kasus kecurangan laporan keuangan dengan 22 kasus
dengan persentase 9,2% (ACFE, 2019).

Kasus fraud yang sering terjadi di Indonesia korupsi menjadi penyumbang

terbesar kerugian. Fraud dalam bentuk korupsi yang paling banyak untuk kerugian
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dibawah Rp.10 juta. Menariknya baik fraud dalam bentuk korupsi, fraud laporan
keuangan maupun penyalahgunaan aset mayoritas kasus berada dibawah Rp.10
juta, tetapi kejadian paling banyak. Disisi lain terdapat kejadian yang paling
sedikit pada kasus korupsi tetapi nilai kerugiannya terbesar yaitu diatas Rp.10
milyar.

Adapun faktor yang menjadi penyebab tindak kecurangan sering terjadi
pada suatu entitas apabila, Pengendalian intern tidak ada atau lemah atau
dilakukan dengan longgar dan tidak efektif, Pegawai dipekerjakan tanpa
memikirkan kejujuran dan integritas mereka, Pegawai diatur, dieksploitasi dengan
tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk
mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan,
Model manajemen sendiri melakukan kecurangan, tidak efsien dan atau tidak
efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Pegawai yang
dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya
masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan.

Sehingga perlu adanya pengawasan pencegahan melalui beberapa teknik
pendeteksian kecurangan meliputi Audit internal merupakan salah satu
pengendalian yang dimiliki organisasi untuk meminimalkan terjadinya fraud.
Dengan demikian, audit internal berperan sebagai salah satu media deteksi awal
yang cukup dapat diandalkan oleh organisasi. Audit eksternal secara umum
merupakan bagian independen yang memiliki peran utama sebagai pengawas atas

penyajian laporan keuangan. Pengamatan dan monitoring pada sebagian besar
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literatur dinilai sebagai salah satu pengendalian manajemen yang cukup efektif
untuk meminimalkan perilaku disfungsional.

Pemeriksaan dokumen merupakan salah satu media deteksi yang secara
umum banyak dilakukan baik dalam ranah pengauditan maupun kegiatan analisis
transaksi. Review manajemen merupakan salah satu tindakan pencegahan dan
upaya meminimalkan fraud yang tidak dapat diabaikan oleh organisasi.
Penegakan hukum merupakan salah satu upaya pengendalian yang secara umum
telah banyak digunakan oleh penegak hukum di Indonesia dan Perkembangan
teknologi seiring dengan perkembangan fraud yang terjadi dengan memanfaatkan
fasilitas teknologi (Anthony dan Govindarajan, 2016).

Dari banyaknya kendala yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan
maka perlu adanya akuntabilitas instansi pemerintah sebagai salah satu bentuk
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Terselenggaranya pemerintahan yang
baik (good governance) merupakan kehendak Kita bersama. Akuntabilitas
diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang tidak dapat memberikan
pelayanan publik secara baik dan korup menuju suatu tatanan pemerintahan yang
demokratis. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan mendapat
dukungan dari publik. Ada kepercayaan masyarakat atas apa Yyang
diselenggarakan, direncanakan, dan dilaksanakan oleh program yang berorientasi
kepada publik. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen
pemerintah dalam melayani publik.

Dalam konteksnya sebagai organisasi yang bergerak di bidang jasa

pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan
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transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara
periodik. Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah keuangan dan
nonkeuangan (BPKP, 2002 ). Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik
good governance berkenaan dengan participation, rule of las, transparency;
responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency dan
strategy vision (Mardiasmo, 2002).

Landasan hukum agar setiap aparat pemerintah konsisten dan taat dalam
menjalankan tugas-tugasnya demi terwujudnya akuntabilitas kinerja. Menurut
Soleman (2007) saat ini telah ditetapkan tiga pokok perundangan di bidang
keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang
keuangan negara dalam rangka terwujudnya good governance, yaitu Undang-
Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang
Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan
Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara.

Mengacu kepada bidang administrasi pemerintahan, maka telah dihasilkan
pula peraturan perundangan, berupa Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999,
tanggal 15 Juni 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
yang merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelaksanaan

tata pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan berbagai peraturan
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perundangan yang telah dikeluarkan tersebut, diharapkan akan terwujud
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kurangnya ketaatan dan kepedulian atas penerapan sistem akuntansi yang
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku masih banyak terjadi di
daerah-daerah, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, maka perlu
adanya akuntansi sektor publik yang baik.

Hal ini dikarenakan Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik
dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di
lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya,
pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada
proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014: 2).

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan
perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah
yang relatif luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta/bisnis.
Haryanto, et al., (2017:1) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam,
akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk
didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus
perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi
yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada
upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang

menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih
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maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya
pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian
kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan
perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan
keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai
implikasi financial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Penerapan akuntansi sektor publik yang baik akan meningkatkan
akuntabilitas Kkinerja instansi pemerintah sebagaimana yang diungkapkan
Pamungkas (2012) bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan apabila akuntabilitas
Kinerja instansi pemerintah baik yang di sebabkan oleh akuntansi sektor publik
maka hal tersebut akan mencegah terjadinya fraud sebagaimana yang
diungkapkan oleh Santoso et.,al (2008) bahwa penerapan akuntansi sektor publik
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat mencegah fraud.
Berdasarkan dari latar belakang di atas, dan perbrdaan hasil penelitian-
penelitian yang telah di lakukan, penelitian tertarik untuk meneliti kembali
mengenai penerapan akuntansi sektor publik, akuntabilitas Kkinerja instansi
pemerintah dengan judul “ANALISIS PENGARUH PENERAPAN
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK TERHADAP AKUNTABILITAS

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DALAM MENCEGAH FRAUD”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, berikut rumusan masalah

dalam penelitian ini, antara lain:



1. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas
Kinerja instansi pemerintah?

2. Apakah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berpengaruh terhadap

REPOSITORY

pencegahan fraud?

University of Islam Malang

3. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap pencegahan
fraud?
4. Apakah penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah dalam pencegahan fraud?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini

bertujuan antara lain:

1. Penelitian ini untuk menganalisis akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

2. Penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
berpengaruh terhadap pencegahan fraud

3. Penelitian ini untuk menganalisis akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap
pencegahan fraud

4. Penelitian ini untuk menganalisis penerapan akuntansi sektor publik
berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam

pencegahan fraud
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1.3.2 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis

REPOSITORY

a. Bagi Pemerintah Daerah
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Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat
bagi Pemerintah daerah Kota Malang.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman peneliti
dalam bidang akuntansi khususnya penerapan akuntansi sektor
publik dan akuntabilitas Kkinerja instansi pemerintah dalam
mencegah fraud.
2. Secara teoritis
Penelitian ini dapat di gunakan sebagai informasi tambahan bagi pihak
yang membutuhkan dan dapat di jadikan dasar dan bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah. Dan
juga tugas akhir skripsi ini akan memperkaya jumlah literatur yang

dapat digunakan oleh kalangan akademisi.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntansi Sektor

Publik terhadap Pencegahan Fraud melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Dari hasil pengujian dengan menggunakan model analisis jalur, dapat

di simpulkan sebagai berikut:

1.

Variabel Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berpengaruh signifikan
terhadap Pencegahan Fraud.

Variabel Akuntansi - Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap
Pencegahan Fraud.

Variabel Akuntansi  Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap

Pencegahan Fraud melalui Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan ini adalah

sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus kepada instansi pemerintah di kota Malang

sehingga hasil yang di peroleh tidak dapat dijadikan pengambilan keputusan

secara universal.
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2. Model penelitian hanya menggunakan satu variabel independen yakni
Akuntansi Sektor Publik sedangkan masih banyak variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini.

5.3 Saran
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian di atas, maka penulis
memberikan saran antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek penelitian
berbeda, sehingga hasil yang diperoleh nantinya mendapatkan hasil yang
bervariasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen
seperti pengawasan internal (Pamungkas, 2021) dan anggaran berbasis kinerja

(Pratiwi, 2016)
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